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Menimbang

No0.303, 2010 KOMISI  PEMILIHAN UMUM. Pencalonan.

Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG

PEDOMAN TEKNISTATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

. a bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan
wewenang Komis  Pemilihan  Umum  dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan
pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

. bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut,
menyatakan bahwa tata cara penelitian administrasi bakal
pasangan calon perseorangan diatur dengan Peraturan
Komis Pemilihan Umum;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.303

Mengingat

. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-

Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
merupakan tahapan pelaksanaan;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,

dan huruf c, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan

berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis dalam
proses tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dipandang perlu mengganti Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan
Komis Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provins Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
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Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrass Kependudukan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4836);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Putusan M ahkamah Konstitus Nomor : 17/PUU-V1/2008
tanggal 4 Agustus 2008;
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2. Putusan Mahkamah Konstitus Nomor : 4/PUU-V11/2009
tanggal 24 Maret 2009;

3. Putusan Mahkamah Konstitus Nomor : 22/PUU-
V11/2009 tanggal 17 November 2009;

4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal
20 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pemilihan Umum Kepaa Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya
disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota
dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, selanjutnya disebut DPRD Proving,
DPRA, DPRD Kabupaten/K ota, dan DPRK.

Komis Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi, Komite
Independen Pemilihan Provins, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut
KPU, KPU Proving, KIP Provins, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
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Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

5. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta
Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1
(satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Pimpinan partai politik adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau Para
Ketua dan Para Sekretaris gabungan partal politik sesuai tingkatannya atau
dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan.

8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sggumlah orang yang memenuhi
syarat sebagal pemilih berdasarkan Undang-Undang.

9. Tim Pelaksana kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal
pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik
yang mengusulkan atau oleh bakal pasangan calon perseorangan yang
susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Proving atau KIP Provins
dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/ Kota bersamaan
dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang
membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas
pel aksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

10. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon
menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan
pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Verifikas adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan
dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan,
pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang
telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi
menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya
pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

12. Hari adalah hari kalender.
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